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Ketentuan Minimal untuk Penulis

. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.

Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan
Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).

Menyerahkan printout dan copy disketnya
Judul dibuat jelas, ringkas dan padat

Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-
mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.

Isi tulisan berkaitan erat atau disesusaikan dengan bidang
keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.

Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum
keilmiahan.

Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.

. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar

dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.

. Kutipan ditulis secara running notes. Kutipan dan kepustkaaan

disusun menurut contoh berikut.
Kutipan:

............. (Kennedy, 1993:145-9).
Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, Preparing for the Twenty-First Century (London:
Harper Collin Publisher, 1993).
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Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya
dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.

. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi

dan pokok pikiran penulisnya.
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PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 1, Januari 2001 ini memuat enam tulisan yang
membahas berbagai bidang kajian, mencakup masalah yang berkaitan
dengan soal-soal sosiolingusitik, gender, komunikasi, dan politik.
Tulisan tentang sosiolinguistik diwakili tulisan Herudjati Purwoko dan
tulisan Moc Jalal. Tulisan tentang gender bisa dilihat dari tulisan
Rachmah Ida. Tulisan tentang komunikasi bisa dilihat dari tulisan
Yuyun W 1 Surya dan tulisan Henry Subiakto. Sedangkan tulisan
tentang politik diwakili tulisan Muhammad Asfar. Enam tulisan ini
merupakan sebagian dari tulisan-tulisan yang telah masuk pada meja
redaksi dan dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Selain itu, dalam edisi ini kami menyertakan penulisan asal
perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan dari para penulis di
bawah nama penulis supaya pembaca bisa mengetahui secara segera
siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari
informasi tentang penulis tidak selengkap sebelumnya, namun kami
memilih cara ini. Adapun apabila para pembaca tetap menginginkan
informasi lengkap seperti sebelum-sebelumnya, kami akan menerbitkan
kembali “Penulis Edisi Ini” untuk edisi-edisi berikutnya.

Kami tetap mempertahankan keberadaan “Indeks Penulis dan
Tulisan Masyarakat, Kebudayaan dan Politik sejak Edisi 19997, dengan
harapan pembaca bisa mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah
pernah dimuat di jurnal ini, dan bila memerlukan bisa menghubungi
kami di alamat, tilpon atau e-mail yang tertera di sana.

Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat beberapa
kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang dipaksakan untuk
mengejar kerapian kolom. Di samping itu, kami mendapatkan banyak
kiriman artikel dari para akademisi di Indonesia. Sebenarnya kami ingin
sekali bisa memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksn
sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai
tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat
berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel
terhadap hasil permlqran pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-
penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi
sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal Masyarakat,Kkebudayaan dan Politik
ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial
dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan
produktif (a productive and creative learning community) di tengah-
tengah masyarakat luas.
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WACANA MASYARAKAT MADANI (CIVIL-SOCIETY ):
RELEVANSI UNTUK KASUS INDONESIA

Muhammad Asfar
Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga
Lulusan Universitas Airlangga (S-1), dan Universitas Gadjah Mada (S-2)

Abstract

This paper discusses the relevance of the discourse or concept of the civil so-
ciety in Indonesia by focusing on a basic question "What are the weaknesses
and strengths of the using of civil society as a framework for analysis the In-
donesian prospect of democracy?" This paper finds that the civil society is
not compatible to the Indonesian collective experience. In concept, the civil
society has its strengths as well as wekanesess. The use of the concept of
civil society may be put not as a given historical product, but should be
looked as a historical process.

Keywords: civil society, Indonesia, democracy, historical product.

Berbagai peristiwa politik dunia
yang terjadi beberapa dekade bela-
kangan ini mengantarkan para
pengamat politik sampai pada satu
kesimpulan, bahwa proses demo-
krasi dalam skala global tidak dapat
dibendung lagi. Runtuhnya Tembok
Berlin, keberhasilan gerakan soli-
daritas di Polandia, yang kemudian
diikuti dengan maraknya gerakan
prodemokrasi di berbagai negara
Eropa Timur dan Tengah, seperti
Yugoslavia, Hungaria, Cekoslowa-
kia, dan sebagainya, menguatkan
tesis di atas.

Derasnya proses demokra-
tisasi dan redemokratisasi di berba-
gai belahan dunia sejak penggal
kedua dekade 1980-an itu dinilai
Huntington sebagai 'gelombang de-
mokrasi ketiga' (Huntington, 1991),
atau yang disebut Schmitter sebagai

‘gelombang demokrasi keempat’,
karena proses demokratisasi itu
meluas sampai setidaknya per-
tengahan dasawarsa 1990-an. Ge-
lombang demokrasi keempat mem-
punyai ciri-ciri di antaranya, peru-
bahannya lebih bersifat global
daripada sebelumnya sehingga kon-
sekuensinya mempengaruhi lebih
banyak negara (Schmitter, 1995:
346-50). Pendek kata, dalam skala
global, demokrasi merupakan suatu
sistem politik --meminjam istilah
Falk-- yang bersifat keharusan
(Falk, 1995: 104-33).

Satu hal yang patut dicatat, di
berbagai perubahan tersebut, per-
anan masyarakat atau civil society
(masyarakat madani) dalam proses
transformasi demokrasi sangat me-
nentukan. Betapapun, keberhasilan
proses itu tidak jarang ditentukan
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oleh kesediaan para elit pemegang
kekuasaan --khususnya militer--
untuk turun secara "suka rela".

Namun tak bisa disangkal
bahwa, proses kesediaan para elit
pemegang kekuasaan tersebut dise-
babkan oleh adanya desakan dari
masyarakat madani, baik melalui
aksi-aksi yang bersifat damai mau-
pun gerakan-gerakan yang melibat-
kan kekerasan fisik. Akibatnya,
studi-studi tentang transformasi
demokrasi --di mana masyarakat
madani banyak berperan di dalam-
nya-- dan konsolidasi demokrasi
sangat marak pada dekade
1990-an. Beberapa tulisan yang
membahas tentang tranformasi de-
mokrasi di antaranya adalah
Stephani Lawson (1993), William
(1994), dan Ishiyama (1995).

Sejak saat itulah, konsep dan
analisis civil society kembali men-
ghiasi buku-buku dan jurnal-jurnal
ilmu politik untuk menjelaskan fe-
nomena munculnya proses demok-
ratisasi yang berskala global, teru-
tama untuk menjelaskan muncul-
nya gerakan-gerakan masyarakat
madani dalam melakukan transfor-
masi demokrasi, baik dari rejim to-
talitarian --sebagaimana yang ter-
jadi di beberapa bekas negara ko-
munis/sosialis maupun transfor-
masi dari rejim  otoritarian--
sebagaimana yang terjadi di bebera-
pa negara Amerika Selatan atau
Tengah. Bahkan, konsep dan anali-
sis tersebut juga dipakai di berbagai
negara lain untuk (sekedar) menja-
jagi potensi munculnya masyarakat
madani dalam melakukan transfor-
masi sosial, ekonomi dan politik. Di
Indonesia misalnya, analisis relatif

komprehensif tentang masyarakat
madani banyak dikenalkan oleh Hi-
kam (1996), dan beberapa penulis
lain seperti Arief Budiman (1992).
Tulisan berikut dimaksudkan
untuk mencari relevansi wacana
(diskursus) atau konsep masyarakat
madani di Indonesia dengan mem-
fokuskan pada satu pertanyaan:
apakah kelebihan dan kelemahan
menggunakan Kkonsep itu sebagai
cara pandang untuk memahami
prospek demokrasi di Indonesia?

Masyarakat Madani: Beberapa
Perdebatan Konseptual

Dalam perkembangan ilmu politik,
wacana masyarakat madani mem-
punyai akar historis cukup panjang.
Sejak Aristoteles, konsep tersebut
telah menjadi diskursus menarik di
kalangan ilmuwan politik. Namun,
konsep itu tampaknya mempunyai
nuansa yang tidak sama pada ta-
hap-tahap perkembangan sejarah
tertentu. Sebelum abad ke-18,
misalnya, masyarakat = madani
umumnya diartikan dan dipahami
sama dengan pengertian negara,
sehingga antara term masyarakat
madani dengan negara (the state)
sering dipakai secara bergantian
untuk merujuk pada makna yang
sama. Baru setelah penggal terakhir
abad 18, terminologi ini mengalami
pergeseran makna. Konsep ma-
syarakat madani dipahami sebagai
suatu entitas yang saling ber-
hadapan dengan negara. Negara
dan masyarakat madani dipahami
sebagai entitas yang berbeda (Hi-
kam,1996:1-3).

Pada perkembangan dewasa
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ini, konsep masyarakat madani
digunakan untuk memahami gera-
kan demokratisasi yang bersifat
universal, sebagaimana yang bela-
kangan ini mendominasi wacana
politik di berbagai negara. Pemaha-
man semacam itu terutama
berkembang setelah keberhasilan
gerakan-gerakan civil society (dan
kelompok-kelompok pro demokrasi)
di beberapa negara Eropa Timur
dan Tengah, seperti di Polandia,
Yugoslavia, Hungaria, Cekoslowa-
kia, dan sebagainya. Konsep terse-
but kemudian dipahami sebagai
suatu wilayah masyarakat yang
independen dan relatif bebas dari
intervensi kekuasaan negara.

Jean L. Kahin dan Andrew
Arato misalnya, menkonsepkan ma-
syarakat madani sebagai suatu
kondisi kehidupan masyarakat yang
tegak di atas prinsip-prinsip
egaliterisme dan inklusivisme uni-
versal. Sebagaimana yang ditulis
Kohen dan Arato (1992:19):

Modern civil-society is based on
egalitarian principles and universal
inclution, experience in articulating
the political will and in collective de-
cision making is crucial to the re-
production of democracy.

Secara kongkrit, masyarakat mada-
ni bisa berujud dalam bentuk ber-
bagai organisasi yang berada di luar
institusi-institusi pemerintah yang
mempunyai cukup kekuatan untuk
melakukan kounter atau mengim-
bangi terhadap negara (Gellner,
1995:32). Atau, berupa kelompok-
kelompok yang melakukan gerakan
sosial politik untuk menuntut
adanya transformasi demokrasi

meski mungkin tidak terorganisir
ketat seperti kelompok keluarga
atau RT, buruh, petani dan seba-
gainya. Secara demikian, masyara-
kat madani (Foley and Edwards,
1996) harus dipahami sebagai:

...the realm of private voluntary as-
sociation from neighborhood com-
mittees of interest groups to phil-
anthropic enterprises of all short,
has come to be seen as an essential
ingredient in both democratization
and the health of established de-
mocracies.

Lebih jauh, Eisenstadt (1995:240-2)
mengajukan empat komponen ma-
syarakat madani sebagai suatu pra-
sarat tegaknya demokrasi modern
dan sekaligus membantu untuk
melakukan transisi dari rejim oto-
ritarian atau totalitarian menuju
demokrasi:

e adanya otonomi dari negara ter-
hadap individu dan kelompok;

e di satu sisi masyarakat dan or-
ganisasi atau lembaga-lembaga
yang ada mempunyai akses ke
berbagai lembaga negara, namun
di sisi lain mereka menerima sua-
tu komitmen tertentu pada komu-
nitas politik (political comunity)
dan berbagai peraturan yang ada.
Artinya, ada interaksi timbal balik
dan saling menguntungkan antara
negara dan masyarakat;

e adanya ruang publik (public are-
nas) yang dapat dijadikan ma-
syarakat untuk mengaktualisasi-
kan diri/kepentingan yang relatif
bebas dari intervensi negara;

e masyarakat mempunyai akses ke
ruang publik tersebut.
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Meski akar pemikiran ma-
syarakat madani pada dasarnya
dapat dirunut ke belakang sejak
jaman Aristoteles, namun, Cicerolah
yang mulai memperkenalkan pema-
kaian istilah societes civilis dalam
filsafat politik. Di Eropa, cikal bakal
masyarakat madani diawali dengan
menguatnya kekuatan-kekuatan
politik di luar raja ketika pihak
kerajaan membutuhkan upeti atau
sumbangan lebih besar dari kelom-
pok-kelompok tuan tanah. Namun,
perkembangan masyarakat madani
secara besar-besaran dimulai se-
jalan dengan proses formasi sosial
dan perubahan-perubahan politik di
Eropa akibat pencerahan (enlighten-
ment) dan modernisasi dalam
menghadapi persoalan duniawi,
yang keduanya waktu itu ikut
mendorong tergusurnya rejim-rejim
absolut (Hikam, 1996). Selanjutnya,
perkembangan masyarakat madani
secara kuat berhubungan dengan
fenomena masyarakat borjuasi
Eropa, yang pertumbuhannya di-
tandai dengan perjuangan untuk
melepaskan diri dari dominasi ne-
gara (Rasyid, 1997).

Karena itu secara konseptual,
gagasan masyarakat madani, teru-
tama setelah pertengahan abad 18,
biasanya diletakkan pada posisi
yang saling berhadapan dengan ne-
gara. Beberapa pemikir yang
menempatkan masyarakat madani
secara berhadapan dengan negara
adalah Adam Ferguson, Johan Fos-
ter, Tom Hodgkins, Emmanuel
Sieyes, Tom Paine, dan sebagainya.
Pemisahan antara masyarakat dan
negara ini pada perkembangan
selanjutnya menjadi fokus per-

hatian Hegel dalam filsafat politi-
knya. Namun, Hegel tidak begitu
optimistik dalam melihat masyara-
kat madani. Bagi Hegel, gagasan
tersebut tidak seharusnya diberi
kebebasan secara luas, namun
membutuhkan supervisi dan perlu
dikontrol oleh negara. Menurutnya,
kebebasan mengembangkan aspi-
rasi dan kepentingan yang berbeda
--yang menjadi ciri masyarakat
madani-- dapat menciptakan
kerawanan terhadap kesatuan ke-
lompok atau negara. Di sinilah letak
pentingnya keterlibatan (intervensi)
negara pada kehidupan masyarakat
madani. Sebab, jika masyarakat
dibiarkan bebas tanpa kontrol dan
intervensi negara, maka mereka
cenderung menjadi suatu kesatuan
yang melumpuhkan dirinya sendiri
(a self crippling entity) Perdebatan
posisi Hegel tentang hubungan ne-
gara dan civil society dapat dilihat
dalam Jean Cohen and Andrew
Arato (1992:91-115).

Betapapun konsepsi Hegel ini
kurang mendapat sambutan di ka-
langan pemikir politik kontemporer,
namun ia berhasil memberikan
sumbangan berharga pada perkem-
bangan konsep tersebut (Walzer,
1995: 2), yaitu:

e Hegel tidak mengkonsepsikan
masyarakat madani sebagai
suatu kondisi kebebasan yang
lahir secara alamiah, tetapi se-
suatu yang lahir secara historis,
yaitu sebagai suatu kehidupan
etis (ethical life) yang mengambil
posisi di dalam three-part frame-
work, yakni keluarga, masyara-
kat madani dan negara. Artinya,
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masyarakat madani tidaklah
akan muncul dengan sendirinya,
tetapi perlu diperjuangkan ke-
beradaannya sebagai hasil dari
proses sejarah yang berlangsung
lama.

e Hegel mengkonsepsikan ma-
syarakat madani sebagai suatu
kehidupan yang penuh dengan
konflik. Artinya, di dalam ma-
syarakat madani akan selalu ada
konflik di antara para anggo-
tanya karena adanya perbedaan
kepentingan. Bagi Hegel, "civil
society is described as a realm of
conflict and fragmentation.”

Namun, konsep Hegel yang
memisahkan masyarakat madani
dan negara ini dikritik oleh Hen-
ningsen. Bagi Henningsen, seba-
gaimana juga Jurgen Habermas,
masyarakat madani merupakan
constitutive condition dari masyara-
kat politik. Sebab, menurutnya,
antara 'civil society' (masyarakat
madani) dan 'political society' (ma-
syarakat politik) adalah dua istilah
yang saling dapat dipertukarkan (in-
terchangable). Masyarakat madani
pada dasarnya adalah identik den-
gan ruang publik masyarakat mod-
ern yang berfungsi dengan baik.
Karena itu, memisahkan negara dan
masyarakat, atau menempatkan
'civil society’ dan 'political society'
pada posisi yang saling bertabrakan
adalah sesuatu yang tidak realistik.

Apalagi, mendefinisikan ma-
syarakat madani sebagai suatu or-
ganisasi sukarela non pemerintah --
yang berarti menempatkan civil so-
ciety secara terpisah dengan ma-
syarakat-- akan mengalami kesuli-

tan untuk mengidentifikasi dan
merujuk pada realitas empirik. Jika
masyarakat madani merujuk pada
organisasi-organisasi seperti kelom-
pok perdagangan, serikat bu-
ruh/pekerja, organisasi profesional
dan sebagainya, persoalan yang
muncul adalah, bagaimana dengan
organisasi politik? Apakah masuk
akal untuk membedakan antara
‘civil society' dari 'political society'?
Seandainya memang dibedakan,
bagaimana membedakan antara
asosiasi-asosiasi politik per se den-
gan aktivitas politik kelompok-
kelompok di dalam masyarakat
madani, dan bagaimana membeda-
kan asosiasi-asosiasi politik dari
kelompok kepentingan dan lem-
baga-lembaga keagamaan yang se-
benarnya dimobilisasi untuk men-
capai tujuan-tujuan yang bersifat
politik? Singkat pertanyaan,
kapankah suatu 'civil society' men-
jadi 'political society'? (Foley and
Edwards, 1996).

Di samping itu, pandangan
Hegel yang secara tegas meletakkan
posisi masyarakat madani di bawah
supervisi negara jelas tidak menjadi
inspirasi bagi munculnya gera-
kan-gerakan membangun kembali
masyarakat madani di negara-
negara Eropa Timur dan Tengah. Di
kawasan itu, gerakan civil society
dipahami sebagai upaya untuk
membangun kemandirian masyara-
kat di satu sisi dan melemahkan
intervensi atau supremasi negara di
sisi lain. Pengalaman historis be-
berapa negara di kawasan tersebut
menunjukkan ditolaknya tesis
Hegel, bahwa masyarakat madani
cenderung melumpuhkan dirinya
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sendiri. Justru terdapat bukti kuat
bahwa intervensi negara menye-
babkan melemahnya kehidupan
masyarakat madani. Karena itu, ga-
gasan civil society di kawasan itu
menjadi landasan idelogis untuk
melepaskan diri dari cengkeraman
totalitarian penguasa.

Keberhasilan masyarakat
madani dalam menumbangkan re-
jim totalitarian beberapa negara
Eropa Timur dan Tengah, seperti
kemenangan civil society di Polandia
pada pemilu Juni 1989 (Smolar,
1996; juga Rasyid, 1997), membuk-
tikan efektivitas gagasan tersebut
dalam mengilhami munculnya gera-
kan-gerakan masyarakat madani
untuk menumbangkan penguasa
totaliter, termasuk keberhasilan
gerakan masyarakat madani dalam
menumbangkan rejim otoritarian di
beberapa negara Amerika Selatan
dan Tengah.

Melalui gerakan masyarakat
madani inilah terjadi proses trans-
formasi demokrasi di kawasan
Eropa Timur dan Tengah. Tentu
saja, secara konseptual sebenarnya
masih dapat diperdebatkan, apakah
civil siciety yang menciptakan sis-
tem pemerintahan demokratis, atau
justru pemerintahan demokratis
--setidaknya karena longgarnya
kontrol dan intervensi negara-- yang
menciptakan masyarakat madani.
Hal ini didasarkan pada satu pema-
haman bahwa, suatu masyarakat
madani adalah kondisi di mana di
dalamnya terdapat kemandirian
masyarakat, baik secara individual
maupun kelompok dan adanya ru-
ang publik yang bebas dari inter-
vensi negara. Dengan begitu, hanya

pada sistem demokrasilah yang
dapat menciptakan adanya ma-
syarakat madani. Beberapa penulis
mengatasi persoalan konseptual ini
--meskipun sebenarnya tidak men-
jawab persoalan yang ada-- dengan
meletakkan kedua konsep tersebut
pada hubungan yang saling mem-
pengaruhi (resiprokal). Artinya, se-
bagaimana ditulis Walzer (1995:24):
...only a democratic state can
create a democratic civil society;
only a democratic civil society
can sustain a democratic state.

Meski demikian, keberhasilan
masyarakat madani menumbang-
kan rejim totaliter dan mencipta-
kan sistem politik yang demokratis
di beberapa negara Eropa Timur
dan Tengah pada tahun 1989-1990
di atas ternyata mengilhami gera-
kan yang sama di banyak negara di
belahan dunia yang lain. Sebagai-
mana yang dicatat oleh Huntington
maupun Shmitter, pada awal
dekade 1990-an telah muncul pro-
ses demokratisasi politik yang ber-
sifat global. Kenyataan ini yang
pada akhirnya memberi inspirasi
kepada Francis Fukuyama (1992),
bahwa proses demokrasi di ne-
gara-negara yang totaliter dan ko-
munis tidak dapat dielakkan, dan
diikuti dengan kemenangan sistem
demokrasi dan kapitalis. Ia men-
catat, bahwa seluruh evolusi his-
toris kehidupan politik modern akan
bermuara pada demokrasi.

Kelebihan-Kelebihan Konsep
Masyarakat Madani

Beberapa kelebihan menggunakan
wacana civil society untuk melihat
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prospek demokrasi di Indonesia
adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai kerangka
analisis, wacana masyarakat mada-
ni mampu menjelaskan dan mem-
buka kesadaran tentang posisi
saling berhadapan antara masyara-
kat dan negara. Hal ini penting, se-
bab selama ini tercipta satu per-
sepsi umum di kalangan masyara-
kat, khususnya masyarakat awam,
bahwa antara negara dan masyara-
kat adalah satu kesatuan yang
manunggal. Upaya pemerintah
melakukan hegemoni --baik melalui
penataran P4 (Pedoman Pengha-
yatan dan Pengamalan Pancasila)
maupun melalui pelajaran di ting-
kat sekolah dasar sampai pergu-
ruan tinggi, seperti PMP (Pendidikan
moral Pancasila), PSPB (Pendidikan
Sejarah dan Perjuangan Bangsa)
dan semacamnya-- tampak berhasil
membangun persepsi di kalangan
masyarakat untuk menempatkan
dirinya menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari negara.

Konsekuensi dari cara pan-
dang semacam itu adalah, pemer-
intah atau penguasa diasumsikan
sebagai suatu, atau bahkan satu-
satunya lembaga yang dapat meru-
muskan dan mendefinisikan kepen-
tingan dan tujuan bersama. Kepen-
tingan dan nilai yang diperjuangkan
oleh negara dipahami sebagai ke-
pentingan dan nilai-nilai masyara-
kat. Dengan demikian, perlawanan
terhadap kepentingan dan nilai
yang diperjuangkan negara diang-
gap tak mempunyai landasan mo-
ral, karena berarti melawan ter-
hadap kepentingan dan nilai-nilai
umum masyarakat itu sendiri.

Wacana masyarakat madani
dapat menggugah kesadaran pada
banyak pihak bahwa, antara negara
dan masyarakat sebenarnya tidak
harus dipandang sebagai satu ke-
satuan. Masing-masing dapat dipa-
hami sebagai dua entitas yang
saling berhadapan: mempunya as-
pirasi, kepentingan dan tujuan yang
mungkin tak selalu sama. Karena
itu, adalah suatu kewajaran jika
antara masyarakat dan negara
saling berkonflik untuk mempere-
butkan atau memperjuangkan se-
suatu yang sama maupun berbeda.

Kedua, wacana masyarakat
madani dapat mengilhami sekaligus
menjelaskan  munculnya  gera-
kan-gerakan pro demokrasi di Indo-
nesia. Keberhasilan gerakan civil so-
ciety di beberapa negara Eropa
Timur dan Tengah dalam menum-
bangkan rejim totaliter atau otoriter
dan menciptakan negara demokrasi
dapat dijadikan pelajaran berharga
untuk melihat peran yang sama di
negara-negara totaliter atau otoriter
yang lain. Wacana masyarakat
madani dijadikan sebagai kerangka
analisis untuk menjelaskan proses
transformasi menuju demokrasi di
banyak negara. Dari pengalaman
Eropa Timur dan Tengah menun-
jukkan, bahwa munculnya gerakan
masyarakat madani diawali oleh
ketidakmampuan rejim totaliter di
kawasan tersebut untuk memenuhi
janji-janjinya sendiri dalam men-
ciptakan kesejahteraan dan keadil-
an sosial. Di negara-negara ini, sis-
tem totaliter di bawah rejim komu-
nis dihadapkan dengan kekuatan
demokratis dalam masyarakat ma-
dani yang bertujuan (a) membebas-
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kan individu dari cengkeraman
penguasa, (b) memulihkan keman-
dirian individu sebagai warga ne-
gara, (c) menuntut jaminan hak-hak
asasi manusia, kebebasan berbicara
dan menyatakan pendapat, serta
keadilan yang merata di seluruh
bidang kehidupan, baik sosial, eko-
nomi maupun politik.

Fenomena tersebut menim-
bulkan revolusi harapan di sebagian
masyarakat Indonesia, yang merasa
tinggal di suatu negara yang mem-
punyai persamaan dengan ne-
gara-negara di Eropa Timur dan
Tengah, yakni kuatnya peranan ne-
gara. Termasuk juga, persamaan
kuatnya peran negara antara Indo-
nesia dan beberapa negara Amerika
Latin yang mengalami proses
transformasi demokrasi melalui civil
society. Dengan demikian, harapan
yang patut diajukan adalah: tidak-
kah akan muncul fenomena yang
sama, yaitu penguatan masyarakat
madani dan proses demokratisasi di
Indonesia sebagaimana yang pernah
terjadi di beberapa negara di mana
intervensi negara dalam kehidupan
masyarakat cukup kuat? Revolusi
harapan inilah yang mengilhami
munculnya gerakan prodemokrasi
di Indonesia.

Ketiga, wacana masyarakat
madani dapat membantu mengi-
dentifikasi kelompok-kelompok stra-
tegis yang mempunyai kemungki-
nan besar tampil sebagai agen de-
mokrasi. Artinya, pengalaman ke-
lompok-kelompok yang ada dalam
masyarakat madani di beberapa ne-
gara yang mengalami transformasi
demokrasi melalui civil society dapat
dijadikan sebagai barometer untuk

melihat peran yang sama yang di-
mainkan oleh kelompok-kelompok
tersebut di negara-negara lain. Di
beberapa negara ini, kelompok
seperti buruh, petani, cendekiawan,
gereja, partai politik dan semacam-
nya, mempunyai peran yang cukup
menentukan dalam proses trans-
formasi demokrasi. Wacana demiki-
an itu dapat dijadikan pijakan un-
tuk mengidentifikasi kelompok-
kelompok strategis yang dapat di-
jadikan sebagai agen demokratisasi
di Indonesia.

Tentu saja, relevansi wacana
tersebut tidak hanya sebatas seba-
gai sarana untuk mengidentifikasi-
kan kelompok prodemokrasi. Lebih
dari itu, identifikasi kelompok
strategis ini dapat dijadikan oleh
para "penggerak" demokrasi di In-
donesia sebagai "ladang garapan'.
Artinya, kelompok-kelompok ma-
syarakat madani seperti buruh, pe-
tani, cendekiawan, gereja dan seba-
gainya, yang di beberapa negara
lain berhasil melakukan gerakan
transformasi demokrasi dijadikan
sebagai dasar untuk membangun
penguatan masyarakat madani dan
agen demokratisasi di Indonesia.

Keempat, diskursus itu dapat
dijadikan sebagai pelajaran untuk
merumuskan strategi perjuangan
masyarakat madani dalam rangka
proses demokratisasi di Indonesia.
Berbagai strategi transformasi de-
mokrasi di berbagai negara dapat
dievaluasi yang kemudian diseleksi
yang paling cocok untuk kasus In-
donesia. Mempelajari strategi
transformasi demikian itu penting
karena tak semua masyarakat
madani beserta kelompok-kelompok
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di dalamnya di berbagai negara
yang telah mengalami transformasi
demokrasi itu menggunakan stra-
tegi yang sama. Gerakan prodemo-
kratisasi di Indonesia dapat menga-
dopsi berbagai strategi yang pernah

dilakukan di negara lain sesuai
dengan kondisi Indonesia.
Namun, pemilihan strategi

untuk mencapai tujuan di atas ha-
ruslah dilakukan secara tepat, se-
hingga tidak sama dengan cara
yang ditempuh oleh rejim otoriter
yang ditentangnya. Strategi yang
dilakukan --apakah strategi gerakan
sosial melalui mobilisasi massa se-
cara besar-besaran, protes dan
pemogokan kaum buruh, petani
dan sebagainya, atau melalui
strategi gerakan kultural lewat film,
diskusi kebudayaan, dan karya-
karya sastra-- haruslah bertumpu
pada landasan moral, atau didasar-
kan pada semangat etis dan tang-
gung jawab sosial. Strategi gerakan
masyarakat madani semacam itu --
seperti yang terjadi di Cekoslowakia
dan Polandia-- ternyata berhasil
menciptakan jaringan yang sangat
luas, meliputi lembaga-lembaga
agama, kelas pekerja, petani,
cendekiawan dan sebagainya.

Kelemahan-Kelemahan Konsep
Masyarakat Madani

Sementara itu, beberapa kelemahan
wacana atau konsep masyarakat
madani jika digunakan untuk men-
ganalisis prospek demokrasi di In-
donesia adalah sebagai berikut.
Pertama, konsep masyarakat
madani dibangun dari budaya Barat
(Eropa), sehingga dalam beberapa

hal mengalami benturan jika digu-
nakan untuk menganalisis kasus
Indonesia, termasuk juga terhadap
kasus di beberapa negara Asia yang
lain. Karena itu, menggunakan kon-
sep masyarakat madani dalam me-
mahami proses demokratisasi di In-
donesia harus hati-hati. Masyara-
kat madani adalah konsep yang la-
hir dari sejarah dan "mimpi" Barat.
Ia muncul bersama proses mod-
ernisasi, terutama pada saat terjadi
transformasi masyarakat feodal
agraris menuju masyarakat indus-
trial kapitalis. Sebagai gagasan, ia
lahir sebagai anak kandung periode
Pencerahan yang mengantarkan
sekularisme  sebagai  pengganti
agama. Karena itu, masyarakat
madani di Barat dan Timur mem-
punyai fundasi historis yang ber-
beda, sehingga penggunaan kon-
sepnya harus memperhatikan kon-
disi yang berbeda tersebut (Mardin,
1995: 278-300).

Di samping itu, menempatkan
demokrasi sebagai satu-satunya
arah yang hendak dituju oleh per-
juangan masyarakat madani di In-
donesia tampaknya juga harus
hati-hati. Mungkin tak semua per-
juangan civil society di Indonesia
menghendaki arah demokrasi liberal
sebagaimana yang terjadi di be-
berapa negara Eropa Timur dan
Tengah. Masih ada sebagian kelom-
pok yang menghendaki demokrasi
pancasila. Selain itu, di dalam de-
mokrasi sendiri ternyata menyim-
pan banyak keterbatasan. Salah
satunya adalah ketidakmampuan
para kampiun demokrasi mener-
apkan nilai-nilai demokrasi secara
universal. Misalnya, sering terden-
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garnya ketidakadilan di Amerika
Serikat terhadap warga kulit hitam,
juga perlakuan tak adil di Australia
terhadap suku aborigin dan seba-
gainya. Bahkan, beberapa negara
menggunakan standar ganda dalam
menerapkannya. Perancis misalnya,
perilaku demokratisnya hanya di
negaranya, sementara perilaku yang
sama tidak ditunjukkan di Aljazair
(Hamdi, 1996). Berbagai keterbata-
san itu tampaknya mempengaruhi
sebagian kelompok masyarakat
madani di Indonesia untuk mem-
pertanyakan demokrasi macam apa
yang hendak dituju.

Kedua, wacana tersebut tern-
yata tidak seluruhnya berisi cerita-
cerita sukses transformasi demo-
krasi, namun juga cerita minor.
Konflik etnis dan agama yang begitu
menguat di beberapa daerah bekas
Yugoslavia merupakan salah satu
contohnya. Pertikaian segitiga antar
suku, ras dan agama antara Kroa-
sia, Serbia dan Bosnia, seakan
membenarkan tesis Hegel, yaitu ba-
hwa masyarakat madani adalah
suatu entitas yang cenderung
menghancurkan dirinya sendiri, se-
hingga diperlukan intervensi ne-
gara. Kenyataan ini setidaknya
dapat meragukan optimisme Fuku-
yama, sebab kebangkitan demokrasi
liberal di berbagai negara setelah
perang dingin justru menimbulkan
semangat nasionalisme kesukuan
dan keagamaan (ethnoreligious).
Inilah mungkin, letak relevansi tesis
Hall bahwa nasionalisme merupa-
kan salah satu musuh (enemy) ma-
syarakat madani (Hall, 1995: 12-4).

Kasus-kasus khusus di atas
membawa pada satu kesimpulan

penting, bahwa gerakan masyarakat
madani di Eropa Timur dan Tengah
ternyata tidak seluruhnya mengha-
silkan demokrasi. Artinya, jalan
menuju demokrasi --melalui ma-
syarakat madani-- ternyata tidak
semulus yang dibayangkan banyak
orang, termasuk oleh pendukung
gerakan civil society itu sendiri.
Kenyataan itu meragukan sebagian
kalangan di Indonesia, apakah pen-
guatan masyarakat madani --yang
bisa berimplikasi pada penguatan
perasaan kesukuan dan keaga-
maan-- merupakan satu-satunya
cara yang paling tepat untuk
menuju demokrasi di Indonesia?

Ketiga, dari segi tradisi keta-
tanegaraan di Indonesia, setidaknya
pada masa Orde Baru yang baru
lalu, penempatan masyarakat dan
negara pada posisi yang ber-
hadapan kurang mempunyai landa-
san normatif/hukum, setidaknya
menurut interpretasi penguasa.
Para pemegang kekuasaan meyakini
bahwa antara negara dan masyara-
kat adalah tidak bisa diposisikan
saling bertentangan. Dalam tradisi
konsep kekuasaan Jawa disebut se-
bagai "manunggaling kawula gusti"
(menyatunya rakyat dan penguasa).
Dalam praktek kenegaraan modern,
hal ini dimanifestasikan dalam fa-
ham kenegaraan yang oleh Soepomo
disebut negara integralistik, di
mana kedaulatan negara pada ta-
raf-taraf tertentu dapat meng-atas-i
kedaulatan rakyat. Perdebatan
tentang faham negara Integralistik
dan kritik terhadapnya, lihat Mar-
silam Simanjuntak (1994), juga
Bourchier (1996: 14-40).

Keempat, omponen-komponen
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masyarakat madani sebagai pra-
syarat tegaknya demokrasi modern
di Indonesia sangat sulit terpenuhi,
seperti (a) adanya otonomi, (b) akses
pada lembaga-lembaga negara, (c)
adanya ruang publik dan akses
pada ruang tersebut. Di Indonesia,
baik individu maupun kelompok,
sangat sulit memiliki otonomi yang
kuat dihadapan negara, karena
sistem perwakilan kepentingan di
Indonesia menggunakan sistem
korporatisme negara. Demikian juga
komponer, adanya ruang publik
yang relatif bebas dari intervensi
negara. Berbagai ruang publik yang
ada seperti pers misalnya, tidak be-
bas dalam menjalankan perannya
karena koatrol yang cukup ketat
dari negara melalui lembaga SIUP
(Surat Ijin Usaha Penerbitan).
Karena itu, akses masyarakat ter-
hadap kedua komponen tersebut
juga sangat lemah. Intervensi ne-
gara cukup kuat, baik pada ber-
fungsinya lembaga-lembaga terse-
but maupun pada masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diketahui
bahwa secara konseptual, wacana
masyarakat madani ternyata men-
galami perkembangan baik secara
substansial maupun praktikal. Pe-
ngalaman di belahan dunia lain
tentang keberhasilan transformasi
demokrasi melalui jalan civil society
agaknya tidak berjalan linier dengan
pengalaman di Indonesia, bahkan
mungkin di kebanyakan mnegara-
negara Asia lainnya. Karena itu, se-
cara konseptual, penggunaan ma-
syarakat madani sebagai kerangka

analisis untuk memahami demok-
rasi di Indonesia agaknya perlu
hati-hati, karena di samping kele-
bihan-kelebihannya juga terkan-
dung kekurangan.

Apa yang disebut masyarakat
madani --jika menggunakan kriteria
Schmitter seperti adanya otonomi,
akses pada lembaga-lembaga ne-
gara, adanya ruang publik yang be-
bas dan akses pada ruang publik--
di Indonesia sebenarnya belum ada
secara penuh, kalau pun memang
ada, setidaknya ia baru tumbuh.
Untuk itu, relevansi atau penggu-
naan konsep masyarakat madani di
Indonesia mungkin tidak diletakkan
sebagai produk sejarah yang sudah
jadi, tetapi perlu diletakkan dalam
tataran proses. Artinya, diskursus
itu dipakai sebagai kerangka anali-
sis untuk memahami tumbuh dan
berkembangnya serta peran yang
mungkin dimainkan oleh masyara-
kat madani dalam proses demokra-
tisasi di Indonesia.
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